BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 29 Tahun
2008  tentang  Retribusi Pelayanan  Persampahan /
Kebersihan sudah tidak sesuaj lagi dengan perkerabangan,
keadaan dan kondisi yang ada, sehingga perlu penyesuainn
dan pengaturan kembali;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11O ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak
Daerah dan Retribusj Daerah, Reiribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan merupakan jenis retribusi jasa
umum yang dipungut oleh Daerah: ‘

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana cdimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturarn
Daerah tentang Retribusi Pelayanan  Persampahar,

‘ Kebersihan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999  tentang
Fembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900). Sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51
Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan
(Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2000 Nornor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normo-
3966);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembarur
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiinana teiat
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor !2 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomior




59, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan lLembarin
Negara Republik Indonesia Nomor 504G,

o. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 teynang Tawa
Cara Pemberian dan Pemanfaatan [nsentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516 | je

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUGL,
dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

g 1. Daerah adalah Kabupaten Buol

r 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebapai unsus

& penyelenggara Pemerintahan Daerah. ‘ “

3. Bupati adalah Bupati Buol

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol, vang selanjutnyis

disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagar  unsu:

penyelenggara Pemerintahan Daerah. '

S. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buol

7. Retribusi Jasa. Umum adalah retribusi atas Jasa yang disediakan atac
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tyjuan kepentingan car
kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi a4 baden.

8. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang sclanjutnya dapal
disebut Retribusi adalah Retribusi pembayaran atas jasa pclayanan
persampahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak termasck
vang dikelola oleh pihak swasta.

i




Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurui peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan peinbayaran
Retribusi.

Pembayaran Retribus; adalah besarnya kewajiban Vang harus dipenh;
oleh wajib retribus;.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disinpxat SKIR[
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumilal Retribusi
yang terutang. ;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapaj disin.icat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribys; beserta by 1waysdenda
kepada orang pribadi/badan.

- Pemeriksaan  adalan serangkaian  kegiatan = yp tuk  mencar,

mengumpulkan dan mengelola data atay keterangan lainnya dalem
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daer.an
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribus;j Daerah adalah serangkeauiin
tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawaj Negeri Sipil yang sc.anjutn g
disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan buk:; Yang dengan
dukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribus: De rah yanp
terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB I1
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN
WAJIB RETRIBUS]

Pasal 2
Dengan nama Retribus;j Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut
retribusi atas jasa pelayanan persampeihan/kebersihan vang iberikan
oleh Pemerintah Daerah

Objek Retribus;i Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah 1clayana:
Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintal, Daerat
meliputi :

« Pengambilan atay pengumpulan sampah dar sumbernva ke lokas,
pembuangan sementara;

I Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lolas, pembuangan
sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampali dan

¢ Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir siimpal,

Dikecualikan darj objek retribusi sebagimana dimaksiid paca ayat 2

adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadali, tempa

sosial dan tempat umum lainnya. #

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkar

atau  menikmati pelayanan jasa persampahan/kebersihan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.



BAB III
A GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan digolongkan sebaga: Retribus:
Jasa Umum.

BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA

[
u i
Pasal 4
M Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersiha @ diuk ir
o berdasarkan penerima jasa dan volume sampabh.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5
(11 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi btetipk: « dercs
memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuun nasyarai o, asoch

keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional de o
pemeliharaan.

{3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biava ponyediies:
jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
E STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6
(1) Tanf retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pencangkuta
persampahan /kebersihan.
(2) Besarnya dan jenis retribusi sebagaimana dimaksud paca ayat (1] adala
sebagai berikut :
a. Rumah Tinggal :

|. Rumah Permanen; Rp.  5.000/Bulan

2. Rumah Semi Permanen; ‘ Rn. 3.000/Bulan

o. Hotel/Penginapan/Losmen/Rumah Kost; R». 15.000/Butarn

¢. Restoran/Rumah Makan/Warung Makan; _ Rp. 15.000/Bular:

d. Rumah Sakit Umum Daerah/Swasta ; Rp.100.000/Buiarn

: e. Puskesmas; Rp. 20.000/Bular
f. Apotik/Toko Obat/Poliklinik/

Praktek Dokter/Balai Pengobatan; Rp. 10.000/Buiarn

L‘ g. Gudang penyimpanan barang; Ro. 20.000/Bulan

La h. Gedung pertunjukan/persewaan untuk umum,; Ro. 15.000/Bulan

i L i. Kantor Pemerintah/Swasta; R»y. 20.000/Bulan

e j. Sekolah Negeri/Swasta; R, 20.000/Bulan

[ k. Toko; Rp. 10.000/Bulan




L. Kios; Rp.  5.000/Bular;
m. Salon kccantikan/ Panti Pijat/ Refleksi/Mandi uap/

Spa; Rp.  7.500/Bulay,
m. Diskotik/Karaoke/Klab malam; Rp. 10.000/ Buiar:
1. Tukang Pangkas Rambut; Rp.  5.000/Buijas,
7. Bengkel Kendaraan :
1. Roda 4 (empat); Kp. 30.000/Bujar,
2. Roda 2 (dua); Rp. 15.000/Bular,
p. Tempat usaha pompa bensin (SPBU); Rp. 25.000/Bular;
9. Tempat usaha showroom/diler/ sejenisnya; Rp. 25.000/Bular,
. Meubel/Industri Kerajinan; Rp. 15.000/Bular,
. Orang pribadi/Badnn Usaha yang menghasilkan
sampah lebih dari | m? YAng membuang sampah
E ke lokasi TPA: ‘ Rp. 10.000/ Ret

' Penggunaan lapangan untuk pertunjukan
sirkus/akrobat/ sulap/pagelaran kcscnian/
olahraga dan lain-lain: Rp. 150.000/Hari.
L. Pedagang kcliling'yang memakai gerobak,
kendaraan roda dua, kendaraan roda empat,
dan/atau Memasang tendg pada tempat umum

[ : atau pada tempat tertentu; Rp.  1.000/Har;
' / Kios dilokas;i pasar; Rp. 10.000/Bular,
[ . Pedagang Los/Pelataran dilokas;i pasar; Kp. 1.000G/Har
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
MASA RETRIBUS]

Masa Retribys;i Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah 1 (satu} bulan
i erikan kecualj yang dimaksud pada pasai 6

BAB VIII
PEMUNGUTAN DAN TATA CARA
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pemungutan Retribusi diselenggarakan oleh Pe;nerxilt:e;h Ll)azf; 1.”ii‘amk“:1
] i1 us dil
ibusi di dasarkan jumlah wajib retri
Retribusi dipungut ber

un . 'an.rn an ta umen lam yaneg
01eh'gen;gdai;yangt dené enggunakan SKRD atau dokumen lain yane
Retribus gu

dipersamakan.




(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapa:

{

-~

(3)

(4)

(1)

(2)

|
1

s |

()

j:' Cal.

5)

berun: karcs,
kupon dan kartu langganan.

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lenih lanjir dengen
Peraturan Bupati.
BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10
Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahul, dergs -,
Surat Teguran. |
Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejeni sebags
tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan -telat,
‘tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat (egurar
peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus relunass;
retribusi yang terutang.
Surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana imaksuy
pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
FEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasais
retribusi.
Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemam puarn
wajib retribusi.
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribu- diary.
dengan Peraturan Bupati.

BAB X1
KEBERATAN

Pasal 12
Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesis dengar
disertai alasan-alasan yang jelas.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 [tip::, bul..
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali Jika wajib retribus  daper
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi kerena o
luar kekuasaannya. |
Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada  avat |
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak .tau kekuasaon
wajib retribusi.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membay ir re1r b asi den
pelaksanaan penagihan retribusi. |




Pasal 13

1) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejuk tanggal
surat keberatan diterima harus memberikan keputusai atas keberate n
yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) adalah Utk
memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan vang
diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berups menerima s luruhnvea
atau sebagian, menolak atay menambah  besarnya  rerrit s Vil
terutang.

{4) Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tiah lew.s
dan Bupati tidak memberikan Suatu keputusan, keberatan vang liajuker.
tersebut dianggap dikabulkan. '

Pasal 14
(1) Jika pengajuar: keberatan dikabulkan sebagian atau  seiury hny .
_ kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambal: imbalz
Cal bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (/g beig:
C bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung s,k e
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLRB.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
[ Pasal 15
: (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat m NMEAN R
] permohonan pengembalian kepada Bupati.:
C (2} Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) buiai seax

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pem bayaran retribe g
harus memberikan keputusan.

(3] Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2} tela .
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatuy keputusan, permohona:
bengembalian pembayaran retribus;i dianggap dikabulkan dan SKRI)L|-
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bula..

[4) Apabila wajib rcth’busi mempunyal utang retribusi lainnya, Kelebihea
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angsun.
<liperhitungkpn untuk  melunasi  terlebih  dahuly Utang  retribus

tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagiman: inaksiic
pada ayat (1) dilakukan dalam Jangka waktu paling larna 2 (dua) bular.

sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukar sete.at
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada avat 5)
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perscn) sebuiar
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribuis.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi scbagaimarie

B dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupat;




BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya at. 1 k Urmalg
E' i membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesai 2% dua
persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tdak atc v kurang
:E = dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X1V
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

{11 Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat «ibenlas
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu

(2, Pemberian insentif sebagaimana dimaksud padi ava (1) i ciapha;
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(3} Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagameana foanak o
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan . ctent g
Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
KADALUWARSA DAN PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 18
(i~ Hak untuk melakukan penagihan retribusi  kadawwars.  sere o
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhituny scjak saat ternang v
retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pic..nia pad .
Bidang Retribusi.
(2)  Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pad: ayat
rertangguh apabila :

E 4. Diterbitkan surat teguran; atau

5 Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik L 1ZSUL Y
_ maupun tidak langsung.
E (3} Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pAdde 8o

(<) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal ditcrimar.
surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaiman dimaksud pade
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaranne
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasirz

kepada Pemerintah Daerah.

E (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebageimana d:maks .

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan peaohon: i

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan kebeatan ol

Wajib Retribusi.

Pasal 19
Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan




(2} Bupati menetapkan ke ’
sudah kadg T by ang  retribus, var.g

31 Tata cara penghe saumana dimaksud pada ayar (1)
I penghapusan platang retribusij yang sudah kad. y
lengan Peraturan Bupat; 80 Radaluwarsa diang
BAB XV1
PENYIDIKAN

Pasal 20
tertentu dilingkungan p

(1) Pejabat Pegawaj Negeri Sipi]

diberi wewen;
enang khusus scbagai penyidik untyuk mela

o idang  perpajake )
sebagaimana dimaksud da] pajakan daerah

lentang Hukum Acara Pid

emerinte | Daecre
kukan penyidike -

atau retribu,i .
' ’ > acre ;
am Undang-Undang Nomaor :

8 Taiyr 10¢

(3 Tiew ana
‘wenan idik «e : .
M , g penyidik sebagaimang dimaksud pad; . ;
. “. Menerima, mencari pacda ayac 1) adala.,

mengumpulkan d ' !
, an e
laporan berkenaan den o

agar keterangan atay la

P . keterar can
g indak pidana dibidang retripL.

il

st daecs

© Meneliti, mencari, meng‘:f;;"’;;l‘irsebut memadi lengkap dan - lus;
i\w\,\m Orang b g pulkan dan menelit; keterangan ciengen.s
frav) . prbadi atau badan tentang kebenaran perbuaan  yare
L dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribus daerat
tersebut;

: ¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribad a1 bacar

[_ sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi dacral,
. 4. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokuincn-doki aen an

E . berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan ©bahen  puk
pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta n:clakuka
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

{. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang men ggalse

| r ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlang:ung de

S memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibewa scticanmar
dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanc retribue
daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan uperi<s.
sebagai tersangka atau saksi;

i. Menghentikan penyidikan; dan

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidiku
tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjaw. Hkan

E (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1] member ehubo

e dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penywdikanry. cepi

Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalaro undany

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana




BAB xv11
KETENTUAN pIpaNa

,, . B
Wajib 'etribusi yang tidak teal 21

merugik , melaks:

(ti §lkan keuangan daerah (j, sanakan Kewajibannyg

'tiga) bulan atau pidan lancam pidan., kurung, S ehig

‘erutang yang tiq & denda Paling banyay - B Pl apy,
(<) lindak pid & tidak atay kurang dibayar Yas 3 kal umlab Rerpt, o

ana sebagg; : R

3} Denda Sebagalmd.ng ;ana dimaksyd bPada avat (1 ..

negara Imaksud pada . ) adalah pe}’““%gai'«'u

ayat (] .
Avat (1) merupukan B et
- bilde

BAB xvinr
TENTUAN PENyTYp

Pasal 23

eraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguncangan ieratuia
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupatcn Bucl.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 2 Juli 20 14

BUPATI BUOL.

Diundangkan di Buol
pada ranggal 7 Juli 2014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RBUOL
TAHUN 2014 NOMOR 50

Y ‘ 81w A Q> . ‘l/ /'\:'
NOREG 67 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL. PROYVINSD o LAWE

TENGALL (04/2014)
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PENJELASAN
ATAS =
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tal o 200
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beb vapa ke

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahwi: 2005 teniy
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tanun 2001 lentar ;

Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daecrah Kabupa ¢n Bu

berkewajiban  untuk meningkatkan  efisiensi darn tekurit

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyural .

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, dacra:  berrg

mengenakan pungutan kepada masyaraka:. Berd.surkan Inde.
Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tatian 1<
menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujadan Koo egaroa
ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rukyal, seperti pajak -
pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang Undeyg
Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasa. :on Pl
ndang-Undang.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Taliin 20C* tentir,
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintali Ducran d.be pelua:
untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retritus: Dac wh oy
cdiharapkan tidak tumpang tindih dengan pungutan femerin. i
guna membiaya: penvelenggaraan Pemerintahan Dacran

PASAL DEMI PASAL
Pasal i

Cukup jelas
Pasal o

Cukup jelas
Pasal =

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9 '

Cukup jelas
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Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1) .
Yang  dimaksud dengan  “Instansi  van, 2 mels s sanaka;
pemungutan” adalah Badan/Dinas/Kantor yang tugas | Kok g
fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi Dacral
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
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